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TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

Menimbang

TUNAS SEJAHTERA SERIANG KECAMATAN BADAU

KEPALA DINAS PENDICIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KAPUAS HULL

© &  surat permohonan pengurus Yayasan Tunas Lestan Sejatvera

#T. Buana Tunas Sejahvera Desa Semuntik Kecamatan Badsu
Kabupalen Kapuss Hulu Provinsi Kalimantar Barat Nomor
147/SS/TLSVIN2018  tanggsl 16 Jul 2018  ‘entang
Permohonan Rekomendasi lin Operasional Sekolah SMP
Tunes Semhtera Serang yang merupakan perwujudan dan
keinginan masyarshat untuk it berperan serta membanty
Pemerintah  dalam  rangks  mempeduas  kesenpatan
memperciah pandicikan:

bahwa Sekolah Menengah Pedama Swasta Tunes Sejshiera
Senang Kecamsian Badau Kabupaten Kapuas Hulu telah
mengajukan permohonan dan sudah ditinjau  memenuhi
persyaratan acministrasi sena Byak umuk  mendapatkan
persefujuan pendirian sekolan,

balwa berdasaknr cerimbungan sebapamans dimuksud
pada hurd a dan b Gatas peru dretapkan dengan Kaputusan
Kapala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten “apuas
Huly

Undang-Undang Nomor 27 Tabun 1959 tentang Penétapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1853 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kaimantan (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 1853 Nomor 9) sebagal
Undang Undang (Lembaran Negara Reoubiik Indonesia Tabun
1958 Nomor 72, Tembehan Lemberan Negara Republik
indonesia Nomeor 1820)



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Penddikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republi Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimans telsh diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tehun 2015 tentang Mencrapen Mersturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tenang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 fentang Pemenntahan Daerah Menjadi Undang-Undang (
Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657),

Peraturan Pemertah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewaenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3764);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tshun 2000 temang
Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4022),

Peraturan Pemerntah Nomor 18 Tahun 2005 tenlang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negaa Republik Indonesa
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4495) sebagammana telah diubah dengan
Peraturan Pemerntah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
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Persturan Pemedntah Nomor 17 Tahun 2010 fentang
Pengeiciaan dan Penyslenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Repubik Indones@a Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Repubilk Indonesis Nomor 5108),
sebagamana telah diubah dengan Persturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubshan Atas Peraturan
Pemerntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyslengoaraan Pendidkan (Lembaran Negara Republk
indonessa Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5157)

Keputusan Menten Penddikan Nasional Repubik Indonesia
Nomor 05302001 tentang Standar Pelayanan Minimal
Penyelenggaraan Pecsekoiahan,

Keputusan Menten Penddikan Nasional Republik indonesia
Nomor D60AN2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolsh.

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2018,

Peraturan Bupat Kapuas Hblu Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Keodudukan, Susunan organtsasi, Tugas dan Fungs! sera Tata
Kera Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuass
Huby.

MEMUTUSKAN

Membackan Persotuyuan Pendiman dan ipn Operasional kepada

Sekciah Swosts sepont torsedut pods lampran Keputusan Ind
dongan kotortuan sebagal bonkut |

Yayasary Pengeicia bertanggung jawad dalam pembnaan dan
pengeliisan sekolah yang dissuhnys,

YayasanPaengelola Wad  melaksanskan  penddikan
berdasarkan Sistern Penddikan dan Kebudayaan dengan
menggunakan kuskulum yang Gfetapkan dan atau disahkan
oleh Departemen Penddikan dan Kebudayasn.
Yayssan/PenQeiols wagb mentaati segsia ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang telah ditetapkan yang beraku
dalam iIngtungan Dinas Penddikan dan Kebudayaan
Wadyooton W arens bl




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

. Apabla ckemudian han temyata sekolah yang diberkan lji

Pendrian dan Operasional tersebut tidak mentastl sebagaman
pada diktum KESATU Keputusan ini, maka |jin Operasional Sekola
tersebut akan ditinjau kembali;

: Sekolah yang telah dbenkan In Pendinan dan Operasions

Sekolah aimaksud tidak akan membebanl Pemerntah Daerah ata
Dinas Penadikan dan Kebudayaan selama kurun wakiu 1 (sat.
tahun sejak 1anggal ditetapkan Keputusan ini;

! Keputusan ni berlaku sejak tanggal deetapkan dengan ketenmua

apabia dikemudian hari fernyata terdapat kekefruan dalar
Keputusan i akan diadakan pertaikan sebagamana mestinya.

Ditetapkan di - Putussibau
{angqal .| November 3

Kepala Dinas Penddikan dan Kebudayaar
Kabupsten Kapuas Hulu,

Pembina Utama Muda
NIP, 19650815 154703 1 005

TEMBUSAN, Keputusan ini di sampakan kepada Yih:
1. Menten Pendidikan dan Kebudayaan
Up. Direktur Pendidikan Dasar Kementenan Pendidikan dan Kebudaysan

di-Jakara

Bupati Kapuas Mulu di Putusstau (sebagai laporan);

Ketus DPRD Kabupsten Kspuss Hul df Pulussibey,

Kepaia Dinas Pendidikan dan ¥ ebudaysan Provinsl Kakmantan Barat & Pontianak.
Ketua Yayasan Tunas Lestan Sejahiera di-Seriang Estate Kec, Badau

Ketua Dewan Penddikan Katupaten Kapuas Hulu di Putussibau,

Knnrdinatnr Pannawas SMP Katnuinadan Kameas ik di Putassihan
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